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PTNDAHULUAN

Hampir semua umat Islam bersepakat bahwa rujukan
dari praktik poligami adalah alQur,an surat al-Nisa ayat 3.
Kuatnya sandaran hukum yang digunakan, menjadikan
poligami memperoleh legitimasi, terlebih lagi iika petunjuk
2l,Quy'an tersebut dimalmai secara literal. tlanya saja, seperti
dalam persoalan yang lain petuniuk at-Qur'an yang berbicara
persoalan poligami fidak harus dimaknai secara literal,
melainkan terbuka kemungkirnn untuk diberikan malma
yang lain.

Kebanyakan ulama fiqlu imam madzhab empat
misalnya, berpandangan bahwa poligami termasuk dalam
bab "hal-hal yang dibolehkan" (al-rrru@at) dergan syarat
adanya perlakuan adil erhadap para isteri. Di antara
argumen yang dikemukakan adalah: pertama, ayat 3 surat al-
Maidah merupakan nafg yang secam ielas mmunjukkan
ket olehan poligami; kedua praktik poligami pernah
dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pandangan

"lul fiqfu diLilat al-nasg (upu y*g dituniukkan secara jelas)

oleh ayat alQu/an dan hadis, termasuk hal-hal yang
mernberikan kepastian yang tetap dan tidak berubah
(qa!'iyat).

Sementara itu, banyak pula ulama yang mencoba
me;'rdekati nass dalam alQu/an, al-Nisa: 3 tersebut tidak
harLya terfokus kepada makna dhahir yang membolehkan
poligami. Mereka beranggapan bahwa dalam realitasnya,
praktik poligami disinyalir elah menciptakan'ketidakadilan'
terlradap periempuan. Oletr karenanya, mengkaji kembali
terhadap naiq alQur'an Entang poligami, untuk
mendapatkan yang dirasa lebih "adil" sudah
seharusnya dilakukarL Pandangan ini di antaranya
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dimajukan oleh Ahmad Amin, Muhammad Abdutr, Syeed

Amir Alit dan Nasr Hamid Abu Zaydz.

Perbedaan pendapat dalam memahami persoalan

poligami ini juga berimplikasi kepada pemahaman dan
repon masyarakat yang demikian beragam, tentang praktik
perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang
perempuan tersebut. Banyak tulisan yang bermuncularu baik
yang terkesan memberikan pembelaan maupun yang bemada
penolakan terhadap praktik perkawinan ini.

Secara umum, meskipun masing-masing kelompok
memiliki alasan yang beragam, pemahaman dan respon
masyarakat dapat dipetakan menjadi dua kelompok, yaitu
mereka yang pro dan mereka yang kontra poligami. Bagi
kelompok yang setuju, beralasan bahwa poligami adalah
amalan yang diperbolehkan agama, bahkan poligami
dianggap sebagai solusi altematif dari praktik prostitusi.
Sementara bagi kelompok yang menentan& mengajukan
alasan bahwa poligami Elah menyisakan dampak yang
merugikan pihak perempuan. Bahkan mereka beranggapan
bahwa poligami merupakan "eufemisme" dari praktik
perselingkuhan.

Di antara tulisan-hlisan tentang poligami, baik yang
terkesan setuiu ataupun bemada menolak tersebuf misalnya
dapat dilihat pada karya Ahmad Setyaji3, Abu Usamah
Muhyidiil, Saiful Islams, Supardi Mursalin6, Dono

I Sied Amir Ali /tp. Islr , t$. HB. l^szin 0.k .ta, Bul.lr Bintang,
1978),384.

, Nur lchwror Mcrtbs Kcsarirat.n Kritis cl-Qut'aa {ekara'
Tctair4 Z[3).

, AhE.d Scty.ii, Ar Crym: Mcogzpt Bcrpligr@i 0.k n : Qultum
Mcdi., ZXl6).

. Abu U8.m.h MlIhlidi\ Ieeli.rs Poligzdl (Yogyakarta: Skctea,
M).

I Saiful Ialaa Mubarol4 Poligatni aataa Pm daa Kontra (Baadurrg:
Sy.mil Gpta Mediq 2004.

6 Supardi Mureatrir4 Meoolak Poligami (ekertar Pustaka Pelaiar,
m$).
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?,o7).
I Musdah ln/:utrn4 bba Meoggttgrt Poligeai gak rr." Gr.dedia

Puot k Ut Er, ZXX).
e Nurul lhi ldoe, nPoligiai: Perdeb.t n Publit Hulotm tleo

Budayerr ddam cd. Sulistyow ti I.i.ato, Pccaptza dn Hukw Qz*tttzt
Yavaaao Oborl loocri., ZnO.

. C.nd.. S.pti. Irzwro, Moaq*ai zaa Poligza, (Yogr.k tt . .l-
Naba', 2007).

!r Abo Azam Abdi[2h' ,{g,.t Suzmi Tid* Pdigzmi (lek o:
Iqroatuddir, ZXI4.

D Khoirudia Neeutioa, "Pcdeberzn S.kii.t Sutus Polig.mi:
Ditiniau Dad P6F.ktif Srari'.t Ishar" dalam ,l-l-Muszwz, vol 1, no. 1

(Ma..t, 2fiXr), 58.

Baswardond Musdah Mufiaa, Nuru] Ilmi Idruse,- Candra
Septia lrawanro, dan Abu Azam Abdillahll. Sebagian besar
dari pembahasan tersebut terfokus kepada perbedaan
perndapat tentang hukum poligami dari sisi normatif. Sedikit
sel.ali penlli* yang memhrikan ulasan tentang poligami ini
dari perspektif yang lain (sosiologis misalnya), kecuali
beberapa buku seperti tulisan Baswandono dan Nurul llmi.

Terlepas dari perbedaan pendapat dalam menalsirkan
al-Qur'in tentang poligami serta beragamnya argumentasi
yang dimajukan baik oleh kelompok yang setqiu maupun
yang menolak, tulisan ini berusaha mengkaii poligami
dengan perangkat sosiologi hulum, serta bagaimana
seharusnya praktik poligami tersebut disikapi.

POLIGAMI DALAM PERDEBATAN

Menurut Khoiruddin Nasution4 sikap para ulama
dalam memandang poligami dapat dipetakan meniadi tiga
keltompok pertama, kelompok yang membolehkan poligami
secara mutlak. Di antara yang hrpendapat demikian adalah
ulama madlrlrab empat semisal al-Saralhsi daTam al-Mabal!
dan al-Kasani dari madhhab Hanafi, lmam Malik dalam
Muwa!!a', al-Shaf i dalam al-Umm, dan lbn Qudamah dari
madhhab Hanbali; kedua, kelompok yang membolehkan
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poligami dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Pendapat
ini diwakili misalnya oleh Fazlur Rahman, Quraish Shihab,

Amina Wadud Muhsin dan Asghar Ali Engineer; ketiga,
kelompok yang melarang poligami, di antaranya Ahmad
Amin dan al-Jahir al-Haddad (seorang pemikir Tunisia).

Mmurut kelompok p€rtama, kebolehan poligami
didasarkan kepada beberapa alasan, baik yang bersifat
normatif maupun historis. Di antara alasan dimaksud adalah:
pertama, nass membolehkan poligami sepanjang suami
mampu merurnggung nafkah dan bersikap adill3. Di samping
itu, tuntutan harus berbuat adil di antara para isteri adalah
keadilan yang berhubungan dengan urusan fisik. Oleh karena
itu, mengaitkan surat al-Nisa': 3 dengan surat al-Nisa' ayat
129 sesungguhnya kurang pada tempab:lya, karena adil yang
dimaksud dalam surat al-Nisa: 3 tersebut bukanlah keadilan
dalam hati, sebagaimana disebut dalan surat al-Nisa: 129,
karena keadilan yang demikian tidak mungkin dilakukanll.
Kedu+ dalam perjalarun sejaralr, Nabi tidak melarang
seorang pria bangsa Thiqif yang masuk Islam dan memiliki
isteri sepuluh orang kecuali membatasinya maksimal empat
orangls.

Sementara itu, kelompok yang membolehkan poligami
dengan persyaratan tertentu, mengajukan argumentasi
bahwa nass yang menjelaskan poligami tersebut terkait erat
dengan konteks a sbalb al-nuzu1-nya. Menurut riwayat 'Aisyah,
surat al-Nisa: 3 tersebut berhubungan dengan sikap orang-
orang Arab yang ingin mengawini arnk-anak yatim yang
kaya dan cantik, serta berada dalam pemeliharaarmya, tanpa
memberikan maskawin. Bahkan mereka memperlakukannya
secara tidak adil, karena hanya menginginkan harta para

tr Shams el-Din al-Saraldrei, ,l-M.bai!. vol. 5 (Beiruc Dir et-
Marrifah, 1989), 217.

( Mubammad Idrie el-s,.riBri, cl-Umm,y.ol. 5 (tt t.tp, i.th), 129.
u Al-Turmudhir Sunzn al-Tunnudhi dalam Kitab al-Nikah, hadis

no. 1047.
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gadis yatim tersebut. Oleh l:arena itu, yang menjadi fokus
dari surat al-Nisa: 3 tersebut sesungguhnya bukan poligami
itu sendiri, melainlan keharusan berlaku adil kepada anak
yatim.r0 tcbih lanjuf dapat dipahami bahwa kebolehan
mtnikahi janda dan anak-nak yatim (poligami) dalam
konteks ayat ini, justru merupakan wujud adanya aspek
kemanusiaan berupa "menolong" mereka yang "tertindas",
dan bukan merupakan legitimasi bagi kepuasan seksual lak!
lali17.

Adapun kelompok yang melarang . poligami,
mengemukakan alasan bahwa tujuan dari perkawinan adalah
Erwujudnya keluarga yang tmteram, penuh kasih sayang

dan bahagia. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup berumah
tangga, hanya akan terwujud dalam praktik perkawinan
monogami. Dalam kenyataannya, banyak data menunjukkan
bahwa kehidupan perkawinan poligami sulit merealisasikan
tujuan kehidupan keluarga yang harmonis dan tenteraml8.

Sebalilnya yang teriadi adalah berbagai bentuk ketidakadilan
yang diderita para isteri. Alasan ini pulalah tampalnya yang
dijadikan *bagai rcasoning oleh beberapa negara yang
melarang praktik poligami, yakni Turki, l,ebanon dan
Tunisia.

FOLIGAMI DI INDONESIA: KAJIAN SOSIOLOGIS

Kajian sosiologi hukum adalah sebuah model peneli6an
terhadap hukum, sebagai lawan dari kajian hukum normatif
(penelitian hukum dokkinal). Kajian hukum normatif dapat
didefuiisikan dengan penelitian yang mmempatkan hukum
sebagai apa yang terhrlis dalam peraturan perundanS-

E Qu..ish Shih.b, lVzwcza .l-Qutt.rr: Tzhir Mzwdhuli ztas
Pcl'bzgi Paxozlza Uaanr @eoduog: Mizea, 1996), 199.

t Asgtar AIi Ergrincer, Hzk-H* Petcapou Delaa Islaa' tcti.
F.'id Vdidi (Yogr.l(.tta: ISPPA &o CUSO, 1994), 30.

tr .A$ahir eltf eddad W.Dia. dalza St rit.t d.a M.slznk l tc4.
M. Adib Bisri Oal<ert : Pueteke Firdrua, !993), 7,
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undangan (lRD itt ffi). Adapun sciologi hukum adalah

model kajian yang merrempatkan hukum sebagai pranata

sosial, yang secara riil dikai*an dengan variabel-variabel
sosial yang lairule Dalam konteks ini, hukum dimaloai
berdasarkan pernalcraan dalarn masyarakat (lm) in cofltext).

Kajian hukum normatif ini banyak dipengaruhi oleh
paham positivisme ;rang mendominasi sistem berfikir hingga
akhir abad ke-19- Sementara itu sciologi hukum murrul
baru awal abad ke-Z) sebagai bentuk ketidakpuasan brhadap
model berfikir yang ada sebelumnya. Model kedua ini
berprinsip bahwa hukum tidak ber-ada dalam kondisi hampa,
tetapi s€lalu bersenhhan dengan masyarakat Hukum
berfungsi sebagai alat atau sarana untuk merekayasa tertib
masyarakat (lnn is t tml of wial engheering) dan mmgonkol
ranasyarakat (loto is gnennrent's seial cozfrol). OIeh karena itu,
membahas hukum tdak bisa dilepaskan dari mengkaji
masyarakat. Di sinilah salah satu letak urgersinya kafian
sosiologi hukum lslam.

Karena berserrtuhan dengan masyaraka! pen€litian
sosiologi hukun menggurufan analisis ilmu sosial sebagai
perangkatnya, yang mlah satunya adalah interaksionisme
simbolik. Teori ini dikembangkan luas oleh Herbert Blunmer
setelah dirintis oleir pendahulunya, Mead dan john Dewey2o.

Pendekatan ini lebih merrdasarkan kepada rnkna aksi-aksi
individual dan interaksi antar individu (individu sebagai lmit
analisis). Dengan dentkian, pendekatan ini bertolak belakang
dengan teori fungsionatisme-struktural yang digagas Talcot
Parson, yang menjadikan struktur sebag'ai unit analisisnya.

o AEiruilin ib 7,.idt Lfr!., Pqflrz, tlct& Pditirn
IIukuD (!.battzc,Il+ Gtefldo Pc-.d+ ZIXL 11l Lihd iugr h ebuku
Sociologi Hulom, 6.pc.d SEi@ fuo, Pek-P&o* Sa;otq;
Ituk rD g.k rtr R F G:tr do Pcr!.d+ 1tr6), Bodro Ashshol2, Llc.dc
Peaclitiza IIakzD g.bt- ni..f. Gp.., wSQ A Z*a*a fu;otq;
Ilakam g.L^rt :, S;iN eaatu NI)"

, Gcorgc Ritzcr dao DogL.I. Goodr.tr, Tcdi &Bieryi Mden,
cri. Afimen<fr $eloll. Ptr!'dEvca-,flX\&2i7.
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Blumer merrjelaskan beberapa proposisi tmtang
interaksionisme simbolik, yaitux : 1) manusia melakukan
tindakan terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki
sesuatu tersebut untuk merek4 2) makna dari sesuatu
tersebut berasal dari, atau muncul dari interaksi sosial yang
dialami seseorang dengan sesarnanya; 3) malna-makra yang
ditangani dimodiftkasi melalui suatu proses interpretatif
ya:rg digurnkan orang dalam berhubungan dengan sesuatu
yang ditemui.

Iebih laniut, kelompok interaksionisme simbolik
ber:pendapat bahwa realitas kehidupan tidaklah muncul
secara empiris dalam alam pengamatan dan menampak
dalam wujud yang terpola dan terstruktur s€cara obyektif,
apalagi normatif. Realita kehidupan hanya mungkin
"ditangkap' melalui pengalaman dan penghayatan-
penghayatan intemal yang memberikan pemahaman
(aerstehen). Oleh karena ihr, sebuah persoalan hanya bisa
diidentifikasi oleh subyek pelaku dan bukan oleh pengamat
non-partisipan- Hasil pel ganatan terhadap sebuah persoalan
tidaklah selalu sama dengan apa yang teridentifikasi oleh
subyek-subyek pelaku yang berpartisipasi dalam aksiaksi
dan interaksi setempat

Analisis terhadap persoalan poligaml menurut
pa:ndangan interaksionisme simbolik, didasarkan kepada
argumen individu yang bersifat sosiologis, bukan pada
ar{lumen normatif. Sebuah hukum yang ada di masyarakat
mstilah diputuskan dmgan mempertimbangkan ungkapan
simbolik dari masing-masing indiwidu.

Secara umum, potgami dilakukan dengan
menggunakan salah satu alasan dari tiga hal pertarrra.-

poligani a&lah suruh Nabi dan dib€narkan oleh tel<s d-
Qru'iry kedu+ poligami dilakukan dengan tujuan untuk

,r Muhan.d B.s.oxi de Slmtooo, Taor' fuU d*d fg
Pztzdigaz (Surebayr: Yryrrer fropurin ,2UX), f0?.
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melindungi perempuan karena iumlah perempuan lebih
banyak dari iumlah lakiJaki; ketig4 pihak isteri mengidaP
penyakit kronis yang su[t disembuhkaru sehingga kondisi
yang demikian dapat mendorong lakiJaki untuk berbuat
zina (selingkuh)2.

Ileberapa alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi
dua kategori, yakni alasan yang lebih bersifat normatif dan
alasan yang bersifat sosiologis. Di antam alasan yang bersifat
normatif adalah bahwa poligami dibolehkan oleh agama dan
tidak terdapat larangan untuk melakukarulya. Sedangkan
argumen yang bersifat sociologis adalah anggapan bahwa
kondisi statistik yang mmunjukkan jumlah perempuan lebih
banyak dibandingkan dengan laki-laki,a serta kondisi isteri
yang terserang sakit yang parah.

Jika praktik poligami didasarkan kepada alasan-alasan
seperti disebutkan di atas, tampak bahwa poligami adalah
tindakan hukum yang dibenarkan. Akan tetapi, kondisi
demikian hanyalah tinjauan dari satu pihak, yaitu perspektif
kaum laki-laki, yang notabene berbeda dengan perspektif
pihak lain yang berasat dari kebanyakan kaun perempuan.
Menyikapi praktik poligami yang secara normatif memang
dibenarkaru kebanyakan perempunn menolaknya,2a
meskipun tidak dapat dikemukakan secara ekplisit model
penolakan tersebut.

2 Musdd Mulia, Ieleaunettggngat Poligzai 62"
a Kondisi iuolah p€r€mpuarr lebih banyak dibandiogkan deagan

aki-laki iike dihiong bcrdasarkaa ieds kckmiIr tanpa mcarperhitungkan
$si. mcrck , EuLi d.'i y.og tua rcntl e.Dak di bawah umur daa luga bayi
pc.cDpu.a. Naaua iika iuolah percmpuan yaag berada pad4 usia
prorduktif, iumlah pcrcmpuan dan lfi-laki se8unggubnya berimbaog,
yakni kiearaa 5?/o dibandiog ,E 7o, Data ini depet didaearkan pada iumlah
pcdilib p.& Pcmilu tahun AxN. lihar pada 'rKuota Legielatif Perempuan"
ddzrn Juaal Percapua lakerta. YlP,2fi4)-

a Qasim Amin, Tzhr* zl-Mar'ah (funisia : Dir al-Me'arif, 1990),
155-156.
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Dengan analisis interaksionisme simbolik, praktik
poligami tidak cukup lka hanya di|{askan dengan
argumentasi yang normatif dan hanya mengamati praktik
yang ada. Akan tetapi, hukum seharusnya dijelaskan
berdasarkan pengakuan individu yang dapat ditangkap dari
simbol-simbol yang diekspreikan lewat bahasa dan tindakan
mereka. Dari data-data penelitian yang pernah dilakuka&
diperoleh informasi bahwa dalam terdapat
sinbol-simbol yang memberikan makna adanya 'penolakan'
terhadap praktik poligami. Para pelaku poligami, meski
meyakini kebolehannya berdasarkan argumen tekthnt
sebenarnya juga terkesan mmgalani 'kegamangan' dalam
menemukan legitimasinya yang lebih Jitu'.

Beberapa fakta di lapangan bahwa para
pelaku poligami diduga kuat tidak merriliki alasan

"kepatutan' sebagainana yang seringkali dimaiukan. Dalam
kasus Abdullah Gynrnastiar (Aa Gym) beberapa

persoalan bisa dipertanyakan Dalam pengakuannya yang

dirilis oleh media dinyatak4n bahwa poligami dilakukan
untuk menunjukkan kepada masyar&t bahwa
tersebut bukanlah tindakan yang dilarang oleh agarla. kbih
lanilrt, menurutnya semua tindakan yang telah dihalalkan
oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia, dan semua

yarrg diharamkan Allah iuga dilarang untuk dilnlalkan oleh

manusia. Mekipun demikiarl realitas jrst ,
mmgungkapkan yang sebaliknya.

Poligami yang telah dilakukan da'i kondang ersebut
pada awalnya dirahasiakan dari isterinya, sehingga

menimbulkan "keterkejutan" yang luar biam. Beberapa kali,

Aa r3ym juga menolak untuk mmgatakan bahwa dirinya
telah melakukan poligami. Pengakuan alon hal yang

sebenamya baru dilakukan Aa Gym seelah banyak media
mas;a, baik cetak maupun elekronik dmgan begitu gencar

memberitakan praktik poligaminya.
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Pertanyaan lain yang bisa dimajukan dalam persoalan
poligami Aa Gym ini adalah mengapa ia memilih Teh Rini
dan bukan teteh yang lain, sementara dia telah menemui

iutaan orang perempuan dengan "kriteria" yang lebih sesuai
mmurut ketentuan agama. "Panorama" yang sama tentang
poligami ini, juga dapat ditemukan pada praktik kawin lebih
dari satu orang perempuan yang dilakukan oleh para pelaku
yang lain. OIeh karena itu, keterkaitan beberapa simbol
bahasa yang terkesan menutupi, pemilihan isteri kedua yang
sulit dikonfirmasi dengan tuntunan Sururah Nabi,
sesungguhnya merupakan deretan persoalan yang tidak
sebanding dengan keyakirurn para pelaku terhadap

"legitimasi" poligami yang dilakukarurya. Dengan kata lain,
pembenaran secara normatif ketika perkawinan poligaminya
diketahui oleh orang lai4 hanyalah sebuah "pembelaan diri".
Jika poligami diyakini sebagai praktik keagamaan yang absah
mengikuti Sunnah Nabi, lalu mengapa para pelaku seakan

iuga merasa "risih" ketika diketahui publik. Jika poligarni
merupakan perkawinan yang lazim, mengapa masyarakat
merespon dengan begitu "sinisnya" terhadap praktik
poligami Aa Gym, yang ditandai dengan meluntumya
kepercayaan seiumlah jamaah perempuan yang sebelumnya
sangat mengidolakarurya. Bahkan beberapa holiling mil* da'i
muda tersebut juga mengalami penurun.rn omset yang tidak
sedikit. Sikap presiden yang turut berkomentar terhadap
praktik poligami Aa Gym, juga merupakan fenomena
menarik yang perlu dikaji lebih lanjut betapa poligami
merupakan praktik perkawinan yang kendati dipandang
absah secara normatif, namun dipandang tidak patut
dilakukan, terutama oleh pa n Wblic f gurc .

Kasus serupa iuga dapat dicermati pada "tokoh"
poligami moard, Prtspowardoyo. Dalam praktiknya, Puspo
juga merahasiakan perkawinan kedua (dari isteri p€rtama)
dan dilakukan dengan "sirri" dengan alasan spekulatif, yakni
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karena ketika itu isterinya belum siap dimadu. Demikian pula
beberapa kasus lain yang bisa dicatat seperti A. Ananta yang
nikah sirri sebelum akhimya diketahui oleh Tri Utami dan
Ray Sahetapy yang menikah secara sembunyi dari Dewi
Yull2s-

Sebagaimana seruan int€raksionisme simbolik bahwa
datrr harus digali dari subyek pelaku, persoalan poligami juga
harus dikonfirmasi kepada pihak perempuan -pihak yang
diperlakukan pasif dalam kasus ini. Tanpa mengabaikan
yang lain, secara umum, pihak perempuan memberikan
reaksi penolakan terhadap praktik poligami. Sikap para ibu-
ibu yang secara massal mmghmtikan untuk menghadiri
pengajian Aa Gym karma dia berpoligami adalah salah satu
contohnya. -sebuah harian lokal Makasar-
mernberitakan bahwa isteri kedua membunuh suaminya
karc'na cemburu kepada isteri pertama26. Dua peristiwa
tersebut -paling tidak- merupakan pembenar dari tesis di
atas.

Memperkuat data di atas, sebuah penelitian
mengungkapkan bahwa hampir semua P€remPuan
menyatakan tidak setuju terhadap praktik poligami,
meskipun mungkin dirinya sendiri "terperangkap"
melakukannya. Ada beberapa alasan mengapa seorang

perempuan mau dipoligami, di antaranya: Pertama,
perempuan seringkali tidak punya pilihan lain dan dia harus

menikah sebagai bentuk pengabdian dia kepada kedua orang

tuanya, apalagi kalau suami adalah pilihan orang tuanya.

Keclua, status tidak nikah bagi perempuan dipandang
sebagai sebuah aib di masyarakat, dan ketiga, untuk
meningkatkan status social yang pada gilirannya juga

mengangkat status ekonomi?.

a Kompas, 21 September 2004.
& Nurul Ilmi," Poligini..", 243.
n Musd.ah Mtuliat Islamr 6243.
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Kesamaan sikap para pelaku poligami yang berbasis

pada penggalian data dari individu akan dmgan mudah
dipahani oleh pelaku poligami yang lain. Begltu iuga
ungkapan-ungkapan dan simbol-simbol penolakan terhadap
poligami yang dilakukan oleh para wanita akan dapat
dipahami dan dihayati oleh para "obyek" poligami. Para
perempuan yang memilih lari dari rumahnya dan minta
&ceraikan dari pada dipoligami, dalam pandangan
interaksionisme simbolik artalah simbol perlawanan terhadap
poligami yang seharusnya dipertimbangkan oleh suami
sebelum mengambil keputusan untuk melakukarurya.

Kondisi di Indonesia menunjulkan bahwa gerakan
penentangan kepada praktik poligami oleh individu telah
berkembang dan mempengaruhi skuktur di dalamnya.
Masyarakat telah merryadari bahwa poligami dinilai telah
mendiskreditlan perempuan bahkan dirasa kurang adil.
Terdapat beberapa fakta dapat diajukan untuk mendukung
pernyataan ini. Di antaranya: pertama, para ibu
merringgalkan majelis ta'lim Aa' Gym karena berpoligami;
kedua, sebuah partai politik me-recall salah satu wakilnya di
DPR karena yang bersangkutan berpoligami, yang juga
direspon oleh Presiden dengan dikeluarkannya surat
penghentian dari anggota DPR; ketig4 dengan berbagai
pertimbangan Mahkamah konstitusi telah menolak
pengajuan uji materi terhadap UU No 1 tahun 1974 yang
dianggap mempersulit orang melakukan poligami; keempat,
presidm akan merevisi PP No 10 tahun 1983 yang melarang
Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami dengan
memperluas iangkauanny4 tidak hanya terbatas pada PNS

tetapi iuga warga sipit dan kelima, dunia pesantren telah
lahimya fiqh emansipatoris, sebuah fiqh yang

m€nggagas upaya pembelaan Erhadap perempuan.
Berangkat dari beberapa fakta di atas, barangkali,

poligani di Indonesia perlu ditinjau kembali. Jika pada



56 Justltia lslamlca, Vol.5/No. 2JJuli-Des 2008

awalnya poligami dibolehkan (sebelum UU No. 1 tahun
1974), kemudian boleh dengan persyaratan (UU No. 1 tahun
1974 dan KHI), dengan mempertimbangkan penolakan
individu yang berdampak pada penolakan masyaraka! maka
poligami sudah tiba saatrya untuk "dilarang".

Konklusi dari kajian terhadap poligami dengan
penrlekatan interaksionisme simbolik di atas, pada dasamya
relevan dengan pendapat para ulama fiqh yang menolak
poligami. Pendapat para ulama tentang poligami dengan
berb,agai argumentasi yang dikemukakan dapat digolongkan
kepada kajian sosiologi hukum. Meski tidak dijelaskan secara

eksf'lisit pendekatan yang digunakan, pendapat sebagian
ulama tersebut memiliki substarsi yang sama dengan
pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi modem.
Dengan kata lain, pendekatan sosiologis untuk memahami
fenomena praktik hukum di masyarakal, sesunguhnya tidak
hanva sebagai fenomena modem yang mendominasi para
pemikir Barat, namun juga blah dipraktikkan oleh sejumlah

ulama. Dengan demikian, tesis ini iuga bisa membantah
pendapat yang mengatakan bahwa kajian hukum Islam selalu
out trf date dan lerkesan anakronistis.

PEAruTUP

Kuatnya dominasi model berpikir positivistik dalam
persoalan hukum yang dianggap kurang memuaskan, telah

memancing model berpikir lain sebagai tandingannya, yaitu
sosiologis. Pada prinsipnya, masing-masing model berpikir
ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh
karcna itu, pemilihan model pendekatan hukum dalam
menyelesailan problem lebih diserahkan kepada masing-
masing individu. Beragamnya pendapat para ahli hukum
dah,m menaggapi sebuah percoalalL akibat PerHaan
pendekatan yang digunakan merupakan kekayaan khazanah

pemikiran yang iustru memberikan keleluasaan (fleksibitas)

kepada masyarakat untuk memilihnya. Hanya saja, keadilan
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harus menjadi tujuan akhir dari semua upaya pengambilan
keputusan hakim.
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